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MENIMBANG T AT SIS B R TSP
Bahwa atas dasar pengalaman-pengalaman vang dlperoleh sela-
ma pelaksanaan tugas, baik dalam se gi pokok-pokok organisasi
maupun segi prosedur kerjanya, dipandang perlu untuk.me- -

* nyempurnakan Surat Keputusan Jaksa Agung selaku Ketua TP

} K Nomor: KEP— -001/TPK/1/1968 tertanggal 18 Januari 1968
guna penyesuaiannya dengan perkembangan pelaksanaan tu--
gas dewasa ini,

MENGINGAT
1. Keputusan Presiden Nomor: 228 Tahun 1967 tcrtanggal 2

i

- ' TIDAK BIPINJAMKAN
. 4%3 . HAIXYA UNTUK DI FOTOKOPY E
; |

A



a

Desember 1967 tentang Pembentukan TPK;.

2. Surat Keputusan Jaksa Agung selaku Ketua TPK Nomor
KEP—001/TPK/1/1968 tertanggal 18 Januari 1968 tentang
Organisasi dan Tata-Kerja TPK;

3. Laporan-Laporan TPK Nomor:

a. K—008. 2,TPK/A. 68, tertanggal 15 Februan 1968
b. K-036. TITPKIA 68, tertanggal 27 Juli 1968;
c. R—006. 2/TPK[A. 70, tertanggal 18 Februan 1970

4. Surat Jaksa Agangselaku Ketua TPK Nomor: K—004/TPK

{5/1970 tertanggal 21 ‘Mei 1970 tentang Rancangan Pe-
nyempurnaan Orgamsa51 dan Tata Kerja TPK.
MENDENGAR:

Pendapat para Kepala Satuan Tugas dan Sekretaris TPK dalam

rapat tanggal 1 Juni 1970.

o MEMUTUSKAN T
MENETAPKAN : ' . o o
PERTAMA R Coe

Menyempumakan Surat Keputusan Jaksa Agung selaku Ketua

. TPY Nomor: KEP -~ 001/TPK/1/1968 tertanggal 18 Januari

1968, ) |

KEDUA : ' IR
Pokok-pokok Organisaéi dan Tata ilerja Team Pemberantasan
Korupsi (disempurnakan) setaga berikut :

BAR L
IMUM -
Pasal 1.
Maksud dan Tujuan. .

Ketentuan-ketentuan ini dlmaksuc\w 1 untuk menyempuma—

:an pokok-pokok orgdmsasx dan taiz kerja Team Pemberantasan
horups: (disinghkat TPIx.) agar ;

fa. dapat digunakan sebagal landasan dan pcdem.n’dalam penentu

! an kebuaksanaan—kebuaksanaan pereucannﬂ-nerencanaan pe-
nyusunan organisasi, pengendalian keein®...-xegiatan dan pe-
ngambilan tindakan- tindakan dalem pemabereniasan korupsi se-
' " hingga tercapai tata pelaksanain yars effe} tif dan effisien ser-
ta penyclengggaraan administrasi secera f2r*ib dan teratur;
»b. dipat memeathi kebutuhan organisasi denzs: : memperhatikan
kaseimbangar antara faktor-faktor nianasiz, materul dan tugas.

493



-3

BAB IIL
TUGAS POKOK
Pasal 2
Tujuan, Pemberantasan Korupsi. -

- Dalam rangka pengamanan program-program Pemerintah dan
pencapaian panca tertib pada umumnya serta pelaksanaan PELITA
khususnya, fungsi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu
fungsi yang khusus dltujukan kepada te"capamya pembangunan
Bangsa dan Negara. .

" . Pasal 3. : Do, -
‘Tugas Pokok TPK. - - -

(1) Untuk mencapai tujuan tersebut dalam Pasal 2, mc.ka fungm
yang dimaksudkan diselenggarakan oleh TPK vyang bertugas
pokok membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan tun-
tutan kebijaksanaan, ‘pembinaan din- pengawasan’ kegiatan-
kegiatan pemberantasan ko.upsi, baik secara :gepremf maupun
preventif, o ) i

(2) Tuntutan kebijaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan-
kegiat_n tersebut dalam ayat (1) diselenggarakan secaia koor-

dir.fl fungsionil terhadap semua kegiatan Negara dan masya-
ratzat untuk memberantas kerupsi dan secara integratii struk-
{url terhadap alat- alat peny1d1k/pengusut dan penuniut perka
ra-perkara korupsi. . '

BAB ML

FUNGSI — FUNGSI TEK.
, Pasal 4,
: JR Fungsr Fungs1 Utama.. -
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang d1maksnd Azlan

‘Pasal 3 TPK mempunyai fungsi-fungsi utama :

a. memimpin, mengkoordinir dan mengaw asi- semua alat-dlat pe
negak hukum yang berwenang baik sipil maupun ABRI dalan
melakukan penyidikan/pengusutan dan_ penuntutan perkar:
korupsi baik yang dilakukan oleh oknum Slpl] mauptin ABRI;

b. pemeliharaan Jdan peningkatan kegiatan pemberantlfar Korup
si:

c. Integrasi antara alat-alat penyidik/pengusut dan penuntut sipi
den ABRI..
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Pasal 5.
Fungsi—fungsi Organik.

(1) Fungsi-fungsi organik TPK meliputi:
© a. Operasi dalam arti luas;

b. Administrasi dalam arti luas;

c. Penelitian dan pengembangan.
(2) Fungsi-Fungsi organik diatas ditunjukan kepada :

a. pembinaan potensi pemberantasan korupsi; -

b. pembinaan sistem pemberantasan korupsi yang efektif

lan effisien.

Pasal 6
Fungsi-Fungsi Tekhnis -
Fungsi-f ung51 tekhnis TPK meliputi : =

a. pembinaan kesatuan alat-alat peny1d1k/penguaut serta penun-
tut sipil dan ABRI;

b. bantuan teknis, pembinaan dan pengawasan terhadap alat-alat
penvidil/pengusut serta penuntut sipil maupun ABRI di dae-
rah, ) :

¢. pembinaan (pengendalian) satuan-satuan operasionil TPK yang
disusun berdasarkan kebutuhan.

BABIV.
STRUkTUR ORGANISASI
- Pasal 7.
Umum,
(1) Yang termasuk dalam pengelompokan TPK adalah :
a. Jaksa Agung sélaku Ketua; -
b. Kelompok Penasehat. yang secara fungsionil duabat oleh
dan terdiri dari ; -
b.1l Menteri Kehakiman; - -
b,2 Wakit Panglima ABRI;
1.3 Kepala Staf Angkatan Darat;
b.4 Kepala Staf Angkatan Laut;
b.5 Kepala Staf Angkatan Udara;
b.6 Kepala Kepolisian Negara;
¢. Anggota-Anggota .Staf yang terdiri dari seoraag :
c.1l Pegawai Tinggi Departamen Kehakiman;
¢.? Perwira Tingzi Departemen Hankain;
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c.5 Perwira Tingg 1Angkata Mﬁ A
c.4 Perwira Tinggi Angkatan Laut; 4{5 N y 4
¢.5 Perwira Tinggi Angkatan Udara; .~ ',,. )
" ¢.6 Perwira Tinggi Kepolisian Negara; T UJX '
¢.7 Jaksa Agung Muda. C R
'yang masing-masing diangkat- dan diberhentikan oleh Pre-
siden atas usul penunjukan secara berturut-turut oleh Men-
teri;, Kepala Staf, Kepala Kepolisxan Negara dan Jaksa
- Agune.

d. Sekretaris TPK yang dijabat oleh seorang' Jaksa Agung Mu-
da yang diungkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul
. penunjukan Jaksa A'gung, )

e. Satuan-satuan tugas TPK..: f:" . "= 0777203
f.*. Unit-unit operasionil yang dlbentuk atas’ dasar dan guna
memenuhi kebutuhan- operasmml ERR

- 2) Sesuai dengan pengelompokan tersebut; TPK dlbagl dalam

“Eselon Staf terdiri dari :

tlngkat dan eseion sebagai berikut :
a. Tingkat Team-terdiri dari :
a.l eselon Pimpinan; - - . Rl B
a.2 eselon Staf; ; ‘ .
a.3 eselon Pelaksana Pusat;
. Tingkat operasionil yang terdiri dari unit-unit operasionil;’
c. Bagan Struktur TPK dlcantuml\an dalam Lampiran Surat

Keputusan.
: L PasalB_. TRV
Eselon Pimpinan.... = .. -. ~.° .
Eselon Pimpinan terdiri dari hanya Ketua TPK. - .
Pasal 9.

" Eselon Staf. . - .

a. Staf Utama yang meliputi : )
a.l para Anggota Staf TPK tersebut da]am Pasal 7 ayat (1) sub
- by o
a.2 Sekretaris TPK;
a.3 Kepala-kepala Satuan Tugas.

b. Badan Pelayanan Staf yang m=liputi :
b.1 Sekretariat;
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KLelompok Penghubung. - .
Pasal 10,
Eselon Pelaksana Pusat.

Eselon Pelaksana Pusat terdiri dari Satuan- satuan Tugas yang
dalam tingkat operasionil dapat membentuk unit-unit operasionil
menurut kebutuhan. ' . -

' BABYV,

. e - Tugas dan Tata Kerje. Ry
Pasal 11 - -
* Ketua TPK. .

(1) Ketua TPK adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas alat-alat
penegak hukum baik sipil maupun ABRI dalam melakukan
penyidikanlpengusutah dan penentuan perkara korupsi yang di
lakukan baik oleh oknum Sipil maupun ABRL :

(2) Ketua TPK menentukan kebijaksanaan, melaksanakan pembi-
naan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemberantasan
korupsi baik secara represif maupun preventif. R

(3) Dalam menentukan kebijaksanaan, melaksanakan pembinaan,
pengendalian dan pengéwasan tersebut, Ketua TPK dibantu
oleh Kelompok Penasehat.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pre-
siden. - ' - o

- ~ Pasal 12. )

- Kelompok Penasehat.

(1) Kelompok Penasehat tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) sub b ber-
tugas sebagaimara ditetapkan dalam KEPRES Momor: 228 Ta-
hun 1967 Bab III Pasal 6 ayat (2). -7 . R

(2) Para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepala Ke-
polisian Negara selaku Anggota Kelompok Penasehat bertang-
gung jawab atas kelancaran pelaksanaan pemberantasan korup-
si dalam Angkatan'masing-masin'g maupun.dalam rangka pem-

" berantasan korupsi pada umumnya. ’ |
Pasal 13.
- Anggota Staf TPK.

(1) Anggota Staf TPK tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) iub ¢ Lerw
gas sebagaimana ditetapkan dalam KEPPRES Nomor: 228 13-
hun 1967 BAB 111 Pasal & ayat (3. :
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-.am melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langiung ke-
pada Kerua TPK,
Pasal 14,
Sekretaris TPK. .
i) Sekretaris TPK disingkat SES~TPK tersebut dalam Pasal 7
ayat (1) sub e menyelenggarakan kegiatan perencanaan, koor-
dinasi dan supervisi Staf dibidang administrasi dalam arti luas
e dilingkungan TPK disamping memimpin Sekretariat dan Peng-
hubung TPK,
2y Dalam melaksanakan tugasnya burtanogung Jawub langsung ke-
pada Ketua TPK.

~

-

Pasal 15
Satuan Tugas TPK.

I ) Satwan-Satuan Tugas TPK dipimpin oleh seorang Ketua yang
diangkat dan diberhentikan, oleh Presiden atas usul penunjukan
Jaksa Agung.

2) Satuan Tugas A" TPK, disingkat SATGAS ”A” menyelengga-
rakan kegiatan-kegiatan :

&. pengumpulan, pengolahan dan penyldlkan (opsporing) ter-
hadap laporan perkara-perkara korupsi;

b. tuntunan kebijaksanaan (directing), koordinasi-dan terha-
dap kegiatan. ada diatas yang dilaksanakan oleh alat penyi-
dik sipil maupun ABRI vang terdapat didaerah.

3) Saruan Tugas ”B”, TPK, disingkat SATGAS "B” menyeler. 1ca-
rakan’kegiatan-kegiatan :

a. penvidikan (op dan naspormg) dan penuntutan tumadap
perkara-perkara korupsi; - . :

b. Tuntunan kebijaksanaan (dlrectmg), knordlnaSL dan penga~

- wasan terhadap kegiatan ad. a.'diatas yang dilaksanakan
oleh alat-alat penuntut sipil maupuil ABRI yang terdapat
didaerah.

11 Satuan Tugas "C” TPK disingkat SATGAS C” menyeleng,,a—
rakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengujian (re-
search & survey) guna penyempurnaan dibidang administrasi
organisasi dan management Negara. .

y Dalamn melaksanakan tugasnya para Kepal: Satuan Tugas, di-
singkat KASATGAS, bertanggung jawab langsung kepada Ke-

a TPE.



. -3 . Pasal 16.
Sekretariat dan Kelompok Penghubung.

(1) Sekretariat, disingkat SET, merupakan badan pelayanan staf
yang membantu Pimpinan dan Staf TPK dalam bidang kores-
pondensi, dokumentasi dan tata-usaha kantor lainnya, disam-
ping membantu dalam pengawasan penggunaan anggaran be-
<A e ifigan. mareril dan. gacmamgenima Spval sesuad Re-
lentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan
mengenai perbendaharaan. .

(2) Sekretariat (SET) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, di -
singkat KASZT, yang membawahi Biro-Biro Administrasi, Ke-
vangan/Materiil dan Biro Khusus yang bertugas kewajiban me-
nyelenggarakan pelayanan, perawatan, urusan dalam dan pe-
ngamanan dilingkungan Staf TPK. -

(3) Kelompok Penghubung, disingkat POKHUB, merupakan badan
pelayanan staf yang membantu Pimpinan TPK dalam menghu-
bungi Pejabat dan/atau instansi instansi diluar TPK.

(4) Pada POKHUB ini ditempatkan seomng atau lebih Wira/Perwi-
ra.

(5). Dalam melaksanakanmgasnya KASET dan Vira/Pa HUB ber-
tanggung jawab langsung kepada Sekretaris TPK.

. . , Pasal 17, -
I\.eanggautaan dlhngkungan TPK.

(1) I\emggautaan TPK terdiri dari : )

a. anggauta TPX yang ditugaskan secara penuh/fsebzgai *tul-
timer’ dllmgkungan SATGAS, SET dan HUB;
b. tenaga ahli dipekerjakan pada TPK. e

(2) Semua anggota, ., [PK dimaksudkan dalam ayat (1) tersebut dij-
angkat dan dlberhent]kan oleh Jaksa Agung atas usul penun-

jukan dari’ RASATGAS KASET dan Wira/Pa HUB yang ber-
sangkutan, wewcnang pengangkatan dan permberhentian mana
dapat-didelegasit:an _kepada SES—-TPK.

(3) Dalam melaksanakan fugas masing-masing, para anggota TPK
dan para tenaga ahli dipekerjakan pada TPK, bertanggung ja-
vwab:

a. dilingkungar. SATGAS kepada KASATGAS;
b. dilingkungar. SET kepada KASET.

N
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. h : BAB VI
=¥ S Penutup
. Pasal 1R
Ketentuan Pelaksanaan
Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Su-
rat Keputusan ini dilakukan secara bertahap dengan batas waktu
berjalfm sepenuhnya pada tanggal 1 Juli 1970.
. Pasal 19.
Lain — Lain '
Hal hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan
yang memerlukan pengaturan lebih lamut akan dlatur dengan Ke-
putusan atau Instruksi fersendiri. - feTe T

- -7 Pasal20 - - i
Saat berlaku’ el e
Surat Kepytusan ini muIa1 berlaku pada tanggal 17 Jum 1970 -
Dltetapkan di . Jakarta, "
Pada tanggal © . 20 Juni 1970.
‘JAKSA AGUNG
: _ SELAKU -
I\ETUA TEAM PEMBERANTASAN
- - KORUPSI
T ttd, - ..-':__
- (SOEGIH ARTO)

B 7 TS YU S S NP L S
UNTUK sALrNAN YANGSAH® -*
A.n. JAKSA AGUNG/KETUA TPK
"SEXRETARI 8,
©ttd. :
_ ALISAID SH. -~
~* MADYA PATI ADHYAKSA "
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